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Abstract: Ownership of apartment is protected by law, so 
according to the concept of property rights, such ownership 
may be transferred and imposed warranty rights. The 
owner of Sarusun may sell the property to another party, or 
make it as collateral for the debt to the bank or other 
financial institution. Although the apartment is built on Hak 
Milik, Hak Guna Bangunan, and Hak Pakai on state land, the 
certificate still uses the name Certificate of Hak Milik Atas 
Satuan Rumah Susun, in contrast to the land title certificate 
in general which uses the name according to the status of 
the land right, such as Certificate of Hak Milik, Certificate of 
Hak Guna Bangunan, Certificate of Hak Guna Usaha, or  
Certificate of Hak Pakai 
 
Abstrak: Kepemilikan apartemen dilindungi oleh hukum, 
sehingga menurut konsep hak milik, kepemilikan tersebut 
dapat dipindahkan dan dikenakan hak jaminan. Pemilik 
Sarusun dapat menjual properti itu kepada pihak lain, atau 
menjadikannya sebagai jaminan atas utang ke bank atau 
lembaga keuangan lainnya. Meskipun apartemen dibangun 
di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai 
di atas tanah negara, sertifikat tersebut masih 
menggunakan nama Sertifikat Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun, berbeda dengan sertifikat hak atas tanah 
pada umumnya yang menggunakan nama tersebut sesuai 
dengan status hak atas tanah, seperti Sertifikat Hak Milik, 
Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Guna Usaha, 
atau Sertifikat Hak Pakai 
 
Kata Kunci: konsep kepemilikan, satuan rumah susun, dan 
hak guna bangunan 
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Sejak awal terbentuknya pemerintahan Republik 
Indonesia, pemerintah telah bertekad untuk 
mensejahterakan rakyatnya, terutama dalam pemenuhan 
kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hal itu dapat dilihat 
dari berbagai pernyataan dan ketentuan dalam bentuk 
peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh 
pemerintah. Dalam konstitusi negara, terdapat ketentuan 
yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 
Tahun 1945. Hal itu berarti bahwa memiliki tempat tinggal 
serta lingkungan hidup yang baik dan sehat, adalah 
merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia.  
Disamping sebagai tempat bernaung, tempat tinggal 
mempunyai peran yang sangat strategis dalam 
pembentukan watak dan kepribadian bangsa dalam 
kerangka upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya.1 
Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya untuk 
mensejahterakan rakyatnya melalui penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman yang bertujuan agar 
masyarakat mampu memiliki tempat tinggal yang layak dan 
terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, 
dan berkelanjutan, di seluruh wilayah Indonesia. Upaya 
tersebut diwujudkan melalui pemberlakuan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan 
Pemukiman (selanjutnya disebut Undang-Undang 
Perumahahan dan Pemukiman), dan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut 
Undang-Undang Rumah Susun). 
Idealnya, setiap keluarga sudah selayaknya memiliki 
rumah, terutama warga masyarakat yang berpenghasilan 
                                                        
1 Regina Fadjri Andira, “Pemenuhan Kebutuhan Perumahan untuk Masyarakat 
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rendah dan masyarakat yang tinggal di daerah padat 
perkotaan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, 
pemerintah telah menyediakan dan memberikan 
kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
dengan melibatkan keswadayaan masyarakat. Kemudahan 
dimaksud merupakan satu kesatuan fungsional antara tata 
ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu 
menjamin kelestarian lingkungan hidup dengan pelaksanaan 
yang didasarkan pada semangat demokrasi, otonomi daerah, 
dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 
Sejalan dengan peran masyarakat di dalam 
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibebani tanggung 
jawab untuk menjadi fasilitator dalam memberikan bantuan 
dan kemudahan bagi masyarakat, disamping melakukan 
penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek 
terkait. Dalam kaitan itu, Undang-Undang Perumahan dan 
Pemukiman telah mengatur suatu kebijakan umum yang 
diarahkan untuk: 
a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan 
terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman 
dengan dukungan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
secara berkelanjutan serta mampu mencerminkan 
kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia; 
b. ketersediaan dana murah jangka panjang yang 
berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, 
perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian 
perkotaan dan perdesaan; 
c. mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang 
sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang 
berdaya guna dan berhasil guna; 
d. memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan 
kedaulatan negara; dan 
e. mendorong iklim investasi asing. 
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Pemberlakuan Undang-Undang Rumah Susun 
bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan jaman dan 
problematika perumahan yang terus berlangsung. Dalam 
Undang-Undang Rumah Susun dinyatakan bahwa negara 
berkewajiban memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang 
terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(disingkat dengan MBR), khususnya di perkotaan, dan setiap 
orang dapat berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan 
tempat tinggal melalui pembangunan rumah susun yang 
layak, harmonis, dan berkelanjutan.2 
Perkotaan dengan kompleksitas permasalahan yang 
ada, ditambah laju urbanisasi, membuat kebutuhan 
perumahan di perkotaan semakin meningkat, sementara 
lahan permukiman semakin langka. Kelangkaan ini 
menyebabkan semakin mahalnya lahan di pusat kota, 
sehingga mendorong masyarakat berpenghasilan menengah 
ke bawah tinggal di kawasan pinggiran kota yang jauh dari 
tempat kerja. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya waktu 
tempuh dan biaya transportasi yang pada akhirnya akan 
menurunkan mobilitas dan produktifitas masyarakat, di 
samping timbulnya kawasan kumuh di perkotaan.3 
Untuk mendekatkan kembali masyarakat 
berpenghasilan rendah ke pusat aktifitas perkotaan serta 
mencegah tumbuhnya kawasan kumuh baru, maka 
diselenggarakan pembangunan hunian secara vertikal 
berupa rumah susun. Dengan pembangunan rumah susun di 
pusat kota yang bercirikan intensitas bangunan tinggi, 
diharapkan dapat mendorong pemanfaatan lahan dan 
penyediaan prasarana umum yang lebih efisien dan efektif.4 
Rumah susun merupakan gedung bertingkat yang 
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam 
                                                        
2 Admin, “Permukiman dan Perumahan Rumah Susun,” diakses 20 Maret 2018, 
https://lismei05.wordpress.com/2014/11/16/permukiman-dan-perumahan-
rumah-susun/. 
3 Adrian Sutedi, Hukum Rumah Susun dan  Apartemen (Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), 176. 
4 Sutedi, 177. 
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bagian-bagian secara fungsional, baik dalam arah horizontal 
maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang 
masing-masing dapat dimiliki secara terpisah, serta 
dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan 
tanah bersama.5 
Istilah rumah susun mulai populer di Indonesia sejak 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 
Tentang Rumah Susun sebagaimana telah dirubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah 
Susun. Konsep rumah susun tercipta dengan mengadopsi 
pengertian kondominium, strata title, apartement, dan flat 
yang telah terlebih dulu dikenal di negara-negara lain.  
Kondominium menunjuk pada suatu bentuk 
kepemilikan yang melibatkan lebih dari seorang pemilik 
bangunan. Secara harfiah, condominium mempunyai arti 
pemilikan bersama. Dominium berarti to have control (over a 
certain property) dengan cara jointly with one or more others 
persons. Dari pengertian tersebut dikenal bagian-bagian 
bangunan yang merupakan satu kesatuan yang dapat dihuni 
atau digunakan secara terpisah yang disebut apartemen dan 
dapat dimiliki secara perorangan, disamping adanya 
kepemilikan bersama.6  
Stratta titlle adalah suatu sistem pemukiman atau 
hunian yang memungkinkan pembagian tanah dan 
bangunan dalam unit-unit yang disebut satuan (parcel) yang 
masing-masing merupakan hak yang terpisah dan dapat 
dimiliki secara individual. Disamping kepemilikan individual 
tersebut, dikenal pula adanya tanah, benda, serta bagian 
yang merupakan milik bersama (common property). Jadi, 
dalam stratta tittle terdapat gabungan kepemilikan bersama 
dan kepemilikan individual. Hal ini tidak dikenal dalam 
kepemilikan tanah dan rumah pada kawasan horizontal 
                                                        
5 Admin, “Permukiman dan Perumahan Rumah Susun.” 
6 Suriansyah Murhaini, Hukum Rumah Susun (Surabaya: Laksbang Grafika, 2015), 
37. 
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seperti komplek perumahan (real estate) atau pemukiman 
lainnya baik di perkotaan maupun perkampungan.7  
Apartemen adalah istilah lain dari salah satu bentuk 
rumah susun dimana terdapat pemisahan hak atas 
bangunan dengan segala sesuatu yang menjadi bagiannya, 
hak atas tanah yang bersangkutan serta bagian-bagiannya, 
dan hak atas tanah tertentu dari keseluruhan bagiannya. 
Pada intinya secara spesifik tidak ada perbedaan bentuk, 
struktur dan konstruksi antara apartemen dan rumah susun, 
maupun kondominium dan stratta tittle. Artinya, pada jenis 
rumah hunian vertikal dalam bentuk apartemen, rumah 
susun, kondominium dan stratta tittle, terdapat bagian-
bagian yang menjadi milik bersama disamping bagian yang 
merupakan milik perorangan atau individu.8 
Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara flat 
dengan apartemen. Sedangkan istilah rumah susun 
merupakan terminologi hukum yang berlaku di Indonesia 
untuk mengekspresikan bangunan gedung bertingkat yang 
mengandung paham kepemilikan perseorangan dan hak 
bersama. Dalam pengertian inilah maka rumah susun dapat 
dianggap sebagai terjemahan dari flat ataupun apartement. 
Suatu gedung apartemen dapat memiliki puluhan bahkan 
ratusan unit apartemen, dan unit-unit inilah yang disebut 
flat. Jika dibandingkan dengan istilah yang dikenal di 
Indonesia, maka istilah satuan rumah susun (disingkat 
sarusun) adalah merupaka terjemahan dari kata flat yang 
dikenal di negara lain.9 
Rumah Susun dapat dibangun di atas Hak Milik, Hak 
Guna Bangunan, Hak Pakai di atas tanah negara, dan di atas 
Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan, 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 Undang-Undang 
Rumah Susun. Selain itu, Rumah Susun Umum dan/atau 
Rumah Susun Khusus dapat juga dibangun dengan 
                                                        
7 Murhaini, 39. 
8 Murhaini, 40. 
9 Murhaini, 41. 
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memanfaatan tanah milik negara/daerah atau 
pendayagunaan tanah wakaf. 
Rumah susun terdiri atas ruangan-ruangan yang 
disebut satuan rumah susun (selanjutnya disebut sarusun). 
Hak kepemilikan atas sarusun bersifat perseorangan yang 
terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda 
bersama, dan tanah bersama. Sebagai tanda bukti 
kepemilikan atas sarusun, baik sarusun di atas tanah Hak 
Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai di atas tanah negara, 
maupun Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas tanah 
Hak Pengelolaan, kepada pemilknya diberikan Sertifikat Hak 
Milik Satuan Rumah Susun (selanjutnya disebut SHM 
Sarusun). SHM Sarusun diterbitkan oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 47 
ayat (4) Undang-Undang Rumah Susun. Sedangkan tanda 
bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah milik 
negara/daerah dan tanah atau tanah wakaf dengan cara 
sewa, diterbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan 
Gedung satuan rumah susun (selanjutnya disebut SKBG 
Sarusun). Peralihan hak atas sarusun yang memiliki SHM 
Sarusun dibuat oleh PPAT, sedangkan peralihan hak atas 
sarusun yang memiliki SKBG Sarusun dibuat oleh Notaris. 
Kepemilikan sarusun dilindungi oleh hukum, 
sehingga sesuai konsep hak milik, kepemilikan tersebut 
dapat dialihkan dan dibebankan hak jaminan. Dengan 
demikian, pemilik sarusun dapat menjual hak miliknya 
kepada pihak lain, atau menjadikannya sebagai jaminan atas 
hutang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. 
Meskipun rumah susun tersebut berdiri di atas Hak Milik, 
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah negara, 
namun sertifikatnya tetap menggunakan nama SHM 
Sarusun, berbeda dengan sertifikat hak atas tanah pada 
umumnya yang menggunakan nama sesuai status hak 
tanahnya, misalnya Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna 
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Bangunan, Sertifikat Hak Guna Usaha, atau Sertifikat Hak 
Pakai.10 
Peralihan hak atas sarusun tidak diatur secara khusus 
di dalam Undang-Undang Rumah Susun. Pasal 43 Undang-
Undang Rumah Susun mengatur proses jual beli sarusun 
sebelum pembangunan rumah susun selesai, sedangkan 
Pasal 44 Undang-Undang Rumah Susun mengatur proses 
jual beli sarusun yang dilakukan setelah pembangunan 
rumah susun selesai.11 
Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang 
Rumah Susun, sarusun umum yang memperoleh kemudahan 
dari pemerintah hanya dapat dimiliki atau disewa oleh 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (disingkat MBR). 
Selanjutnya dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki 
sarusun umum hanya dapat mengalihkan kepemilikannya 
kepada pihak lain dalam hal pewarisan, perikatan 
kepemilikan rumah susun setelah jangka waktu 20 (dua 
puluh) tahun, atau pindah tempat tinggal yang dibuktikan 
dengan surat keterangan pindah dari yang berwenang. Di 
dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan “pengalihan” adalah pengalihan pemilikan 
dan dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT untuk 
SHM Sarusun, dan oleh Notaris untuk SKBG Sarusun. 
 
Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Atas Satuan 
Rumah Susun di atas Tanah Hak Guna Bangunan yang 
Berdiri di atas Tanah Hak Milik 
Pembangunan Rumah Susun dapat dilakukan diatas 
tanah: 
1. Hak Milik 
2. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Negara 
3. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Diatas Tanah 
Pengelolaan 
                                                        
10 Eman Ramelan (et. Al), Problematika Hukum Hak Milik Atas Satuan Rumah 
Susun (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 13. 
11 Ramelan (et. Al), 14. 
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Apabila kita menilik, Hak Pengelolaan  dapat 
ditemukan mulai dalam Peraturan Menteri Agaria No.9 
Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan 
atas Tanah Negara dan Kebijaksanaan dan Selanjutnya 
hingga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang 
Rumah Susun yang selanjutnya telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun, maka hak pengelolaan mendapat tempat dan 
mempunyai kekuatan mengikat. 
Eksistensi Hak Pengelolaan mendapatkan 
pengukuhan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 
tentang Rumah Susun[11]. Selanjutnya Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan setiap 
orang, dan partisipasi masyarakat serta tanggung jawab dan 
kewajiban negara dalam penyelenggaraan rumah susun 
sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun). 
Bahwa dalam  Pasal 18 UU Rumah Susun 
dinyatakanpembangunan rumah susun dapat dibangun di 
atas tanah sebagai berikut : hak milik; hak guna bangunan 
atau hak pakai atas tanah negara; dan hak guna bangunan 
atau hak pakai di atas hak pengelolaan. 
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan 
Pemerintah Nmor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo Pasal 1 
angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan Hak Pengelolaan 
adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan 
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
pemegangnya. 
Pengertian lebih lengkap tentang Hak Pengelolaan 
disebutkan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 20 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah 
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Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak 
Pengelolaan, yang menyatakan: 
“Hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan 
pelaksanaan sebagian dilimpahkan kepada pemegang 
haknya untuk merencanakan peruntukaan dan penggunaan 
tanah, menggunkan tanah untuk keperluan pelaksanaan 
tugasnya, menyerahkan  bagian-bagian tanah tersebut 
kepada pihak ketiga dan/atau bekerjasama dengan pihak 
ketiga”. 
Tujuan utama pemberian Hak Pengelolaan kepada 
hak sebetulnya bukan menggunakan tanah yang 
bersangkutan bagi keperluan usaha atau pelaksanaan 
tugasnya, melainkan tanah Hak Pengelolaan yang 
bersangkutan disediakan bagi penggunaan oleh pihak-pihak 
lain yang memerlukan. Dalam penyeraha dan pemberian 
bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan untuk melakukan 
suatu kegiatan merupakan sebagian kewenangan negara 
atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.  
Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud di atas 
dilaksanakan oleh suatu departemen, direktorat, daerah 
swatantra, badan-badan hukum yang ditunjuk pemerintah, 
perusahaan pembangunan yang selutuh modalnya berasal 
pemerintah dan atau pemerintah daerah, badan-badan 
hukum yang ditunjuk oleh pemerintah (milik pemerintah). 
Hak pengelolaan tidak dapat diberikan kepada 
perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga 
negara asing. Hak Pengelolaan hanya dapat diberikan 
kepada badan hukum tertentu. Badan-badan hukum yang 
tidak dapat mempunyai Hak Pengelolaan adalah 
badan hukum  yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang 
mempunyai perwakilan di Indonesia, badan keagaman, 
badan sosial, perwakilan negara asing dan perwakilan badan 
internasional. Permen agaria Nomor 9 Tahun 1999 
menetapkan bahwa tidak setiap badan hukum Pemerintah 
dapat diberikan Hak Pengelolaan, hanya badan hukum yang 
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mepunyai tugas dan fungsinya berkaitan dengan 
pengelolaan tanah yang dapat diberikan Hak Pengelolaan.  
Pemegang Hak Pengelolaan berkewajiban 
mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan , sebagai 
tanda bukti pendaftaran Hak Pengelolaan diterbitkan 
Sertifikat Hak Pengelolaan. Atas sertifikat tersebut 
menimbulkan hak dan kewajiban bagi Pemegang Hak 
Pengelolaan untuk menggunakan tanah untuk pelaksanaan 
tugasnya dan menyerahkan bagian-bagian tanah Hak 
Pengelolaan kepada pihak ketiga, bukan menyewakan 
bagian tanah Hak Pengelolaan kepada Pihak Ketiga. 
Terkait dengan pembangunan rumah susun, maka 
pihak ketiga dapat memperoleh hak atas tanah yang berasal 
dari Hak Pengelolaan yakni berupa Hak Guna Bangunan atau 
Hak Pakai yang dilakuka berdasarkan perjanjian 
penggunaan tanah tersebut.  
Jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanah yang 
berasal dari Hak Pengelolaan adalah 30 tahun, dan dapat 
diperpanjang selama 20 tahun dan dapat diperbaharui 
untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Sedangkan jangka 
waktu Hak Pakai atas tanah yang berasal dari Hak 
Pengelolaan adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang selama 
20 tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling 
lama 25 tahun. 
Oleh karenanya pembangunan rumah susun diatas 
tanah hak pengelolaan baru dapat dilaksanakan setelah 
diatas tanah Hak Pengelolaan telah berikan hak 
konvensional atas tanah seperti Hak Guna Bangunan dan 
Hak Pakai terlebih dahulu. Pemberian Hak diatas Hak 
Pengelolaan tidak memutus hubungan hukum atara 
pemegang hak pengelolaan dengan hak pengelolaannya, 
dimana hak pengelolaan tidak memilki jangka waktu 
sepanjang tanah tersebut digunakan sesuai dengan 
peruntukkannya. 
Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan 
konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha 
berangkat dari doktrin dan teori yang dikenal dalam 
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perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen. Menurut 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Pasal 1 
ayat (2), konsumen adalah setiap orang pemakai barang 
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.  
Konsumen apartemen disini dimaksudkan adalah 
pembeli apartemen yang telah memilih dan bermaksud 
untuk membeli unit atau satuan rumah susun yang ada di 
suatu bangunan gedung apartemen tertentu dan dibuktikan 
dengan Surat Pemesanan yang telah ditandatangani sebagai 
persetujuan pembelian unit atau satuan rumah susun. 
Perlindungan hukum bagi konsumen menurut UUPK adalah 
untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar 
konsumen dapat terlindung secara hukum. Hal ini berarti 
bahwa upaya untuk melindungi kepentingan dan hak 
konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum 
diharapkan mampu menciptakan norma hukum 
perlindungan konsumen. ada 5 (lima) asas perlindungan 
konsumen yait: 
1. Asas manfaat  
2. Asas keadilan  
3. Asas keseimbangan  
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen  
5. Asas kepastian hukum  
Tujuan terpenting dibentuknya suatu peraturan atau 
perundang-undangan adalah tujuan untuk menjamin 
kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan pada 
keadilan. Adapun tujuan Perlindungan Konsumen menurut 
UUPK, bertujuan untuk:  
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi diri; 
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan 
cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian 
barang dan/atau jasa;  
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3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam 
memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya 
sebagai konsumen;  
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 
mengandung unsur kepastian Hukum dan keterbukaan 
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;  
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai 
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh 
sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 
berusaha;  
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang 
menjamin kelangsungan usaha produksi barang 
dan/atau jasa, kenyamanan, dan keselamatan 
konsumen.  
Dalam UUPK  pasal 1 butir (2) dijelaskan bahwa 
konsumen adalah ; “Setiap orang pemakai barang dan/atau 
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 
diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain 
dan tidak untuk diperdagangkan”. Subyek yang disebut 
sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus 
sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Sesuai bunyi 
penjelasan Pasal 1 butir (2) UUPK kata pemakai 
menekankan konsumen adalah konsumen akhir (ultimate 
consumer). UUPK dalam penjelasannya mengenai konsumen 
menegaskan bahwa didalam kepustakaan ekonomi dikenal 
istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen 
akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir suatu produk, 
sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang 
menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses 
produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam 
Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.  
Berdasarkan dari definisi konsumen dan penjelasan 
tentang konsumen akhir, maka secara garis besar ada 
beberapa poin utama yang dapat dirangkum mengenai 
konsumen, yaitu ; Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak 
konsumen oleh pelaku usaha, maka pihak konsumen dapat 
mengadukannya kepada lembaga yang berwenang, seperti 
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tercantum dalam UUPK Pasal 45 ayat (1) ; “Setiap konsumen 
yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui 
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 
konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang 
berada dilingkungan peradilan umum” Konsumen bisa 
meminta bantuan Lembaga Perlindungan Konsumen 
Swadaya Masyarakat (LPKSM) terlebih dahulu untuk 
meminta bantuan hukum atau bisa langsung menyelesaikan 
masalahnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK). Konsumen juga bisa mendatangi sub Direktorat 
Pelayanan Pengaduan di Direktorat Perlindungan 
Konsumen, Departemen Perdagangan. Disini setelah 
dilakukan proses konfirmasi, pejabat yang bersangkutan 
akan melakukan analisis terhadap masalah yang diadukan, 
kemudian diadakan klarifikasi kepada konsumen dengan 
cara meminta bukti-bukti dan kronologi kejadian. Baru 
kemudian dilakukan proses klarifikasi terhadap pelaku 
usaha. Seandainya pelaku usaha menyanggah tuduhan dan 
tidak ada titik kejelasan, akan dilakukan beberapa langkah 
seperti mediasi atau konsiliasi. Kemudian pada Pasal 45 ayat 
(2); Seandainya kedua media diatas belum menghasilkan 
suatu keputusan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan 
dengan:  
1. Pelimpahan kepada Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK).  
2. Melakukan jalur yuridis (pengadilan) secara formil.  
3. Klausula baku sebagai pelanggaran hak konsumen 
Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, 
yang perlu mendapatkan perhatian utama dalam 
perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi 
(exoneratie klausule exemption clausule).  
Klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan 
pertanggungjawaban pihak pelaku usaha yang lazimnya 
terdapat dalam jenis perjanjian baku.12 Konsep ini kurang 
                                                        
12 Edi Santoso, Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia 
(Jakarta: Kencana, 2012), 137. 
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sesuai, karena tidak selaras dengan napas hukum yang terus 
berkembang dari waktu ke waktu. Klausula baku erat 
kaitannya dengan UUPK.  
Menurut UUPK Pasal 18, penegasan tentang 
pencantuman klausula baku, diatur sebagai berikut ;  
Pasal 18  
(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 
yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang 
membuat atau mencantumkan klausula baku pada 
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:  
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku 
usaha;  
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 
penyerahan    kembali  barang yang dibeli konsumen; 
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 
penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas 
barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada 
pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak 
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh 
konsumen secara angsuran;  
e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya 
kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli 
oleh konsumen; 
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi 
manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan 
konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; 
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan 
yang berupa aturan  baru, tambahan, lanjutan 
dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak 
oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 
memanfaatkan jasa yang dibelinya;  
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa 
kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak 
tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap 
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.  
Hak Kepemilikan atas Satuan Rumah Susun 
 
 
Al-Qānūn, Vol. 21, No. 1, Juni 2018 
160 
(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku 
yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat 
dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit 
dimengerti. 
(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku 
usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi 
ketentuan 40 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha 
wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan 
dengan undang- undang ini.  
Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan 
tujuan larangan pencantuman klausula baku, yaitu : 
“Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan 
konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip 
kebebasan berkontrak” Dengan demikian berlakunya Pasal 
18 ayat (1) UUPK ini akan memberdayakan dan 
menghindarkan konsumen dari kedudukan sebagai pihak 
yang lemah di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga 
menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen. 
Pada Pasal 18 ayat (2) UUPK disebutkan bahwa pelaku 
usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, 
atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pencantuman 
klausula baku ini dapat berupa tulisan kecil-kecil, diletakkan 
samar- samar, atau diletakkan di tempat yang telah 
diperkirakan akan terlewatkan pembaca dokumen 
perjanjian. Sampai saat kesepakatan tersebut terjadi 
konsumen hanya memahami sebagian kecil dari perjanjian 
tersebut. Artinya perjanjian ini hanya dibaca sekilas tanpa 
dipahami secara mendalam konsekuensinya yuridisnya. 
Keadaan ini membuat konsumen sering tidak tahu apa yang 
menjadi haknya. 
Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas 
bidang tanah, diperlukan perangkat hukum yang tertulis, 
lengkap, jelas, dan dilaksanakan secara konsisten sesuai 
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dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuan yang berlaku.13 
Hakikat kepastian hukum yang sebenarnya terletak pada 
kekuatan sertifikat kepemilikan hak atas tanah sebagai bukti 
kepemilikan termasuk di pengadilan namun kepastian 
hukum dengan sistem negatif pada hakikatnya merupakan 
kepastian hukum yang relatif, dengan pengertian bahwa 
oleh peraturan perundangundangan dijamin kepastian 
hukum selama tidak dibuktikan sebaliknya.14  
Di Indonesia perlindungan hukum yang disediakan 
pemerintah melalui Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan, “Sertipikat merupakan 
surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat 
di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut 
sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku 
tanah hak yang bersangkutan” Hubungan penerbitan 
sertipikat tanah dan kepastian hukum adalah hubungan 
sebab akibat. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 
telah menetapkan kepastian hukum yang lebih baik 
dibanding dengan PP No. 10 Tahun 1961. Jika di PP No. 10 
Tahun 1961, belum ditentukan batas waktu bagi pihak 
ketiga untuk menggugat pemilik sertifikat tanah, maka Pasal 
32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 menentukan batas waktu bagi 
pihak ketiga untuk menggugat, yakni 5 (lima) tahun sejak 
dikeluarkannya sertifikat tersebut. Hanya pada usia 
sertifikat di bawah 5 tahun sajalah pihak lain diberikan 
kesempatan untuk menggugat kepemilikan atau penguasaan 
hak atas tanah pemegang sertifikat, kalau memang 
mempunyai bukti yang juga berkekuatan hukum sama 
derajatnya. Ketentuan di atas ditegaskan dalam Pasal 32 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi:  
                                                        
13 Widhihandoko, “Peraturan-peraturan Hukum yang Berkaitan dengan 
Pendaftaran Tanah,” diakses 27 Februari 2018, 
http://widhihandoko.com/?p=616. 
14 S. Chandra, Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah: Persyaratan Permohonan di 
Kantor Pertanahan (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 122. 
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1. Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik 
dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang 
data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data 
yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang 
bersangkutan.  
2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan 
sertipikat secara sah atas nama orang atau badan 
hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad 
baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain 
yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat 
lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 
waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu 
tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada 
pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke 
Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan 
sertifikat tersebut.  
Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang 
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data 
fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang 
data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang 
ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang 
bersangkutan. Dengan adanya sertipikat maka seseorang 
memperoleh perlindungan hukum atas kepemilikan atau 
penguasaan hak atas tanah.  
Perlindungan hukum yang diberikan oleh 
perundangan dan perjanjian kerjasama hanya ada pada saat 
jangka waktu Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak 
Pengelolaan belum berakhir. Sebagaimana dinyatakan dalam 
Pasal 32 PP Nomor 40 Tahun 1996 bahwa : “Pemegang Hak 
Guna Bangunan berhak menguasai dan mempergunakan 
tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan selama 
waktu tertentu untuk mendirikan dan mempunyai bangunan 
untuk keperluan pribadi atau usahanya serta untuk 
mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan 
membebaninya.” Walaupun masih tetap ada pembatasan 
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yaitu untuk mengalihkan hak tersebut pada pihak lain dan 
membebaninya harus mendapatkan persetujuan tertulis 
dari pihak kesatu sebagai pemegang Hak Pengelolaan. 
Sehingga pemegang Hak Guna Bangunan hanya memegang 
sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai alat bukti 
kepemilikan tanpa bisa melakukan perbuatan hukum yang 
berkaitan dengan tanah yang dimilikinya serta tidak 
mendapat perlindungan hukum apapun tentang 
perpanjangan hak ataupun pembaruan haknya apabila 
jangka waktu haknya telah habis . 
 
Penutup 
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan 
oleh perundangan hanya ada pada saat jangka waktu Hak 
Guna Bangunan belum berakhir. Sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 32 PP Nomor 40 Tahun 1996 bahwa: 
“Pemegang Hak Guna Bangunan berhak menguasai dan 
mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna 
Bangunan selama waktu tertentu untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau 
usahanya serta untuk mengalihkan hak tersebut kepada 
pihak lain dan membebaninya.” Walaupun masih tetap ada 
pembatasan yaitu untuk mengalihkan hak tersebut pada 
pihak lain dan membebaninya harus mendapatkan 
persetujuan tertulis dari pihak kesatu sebagai pemegang 
Hak. Sehingga pemegang Hak Guna Bangunan hanya 
memegang sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai alat bukti 
kepemilikan tanpa bisa melakukan perbuatan hukum yang 
berkaitan dengan tanah yang dimilikinya serta tidak 
mendapat perlindungan hukum apapun tentang 
perpanjangan hak ataupun pembaruan haknya apabila 
jangka waktu haknya telah habis Begitupula pada perjanjian 
sewa menyewa yang telah abis masa sewanya dan pemilik 
lahan tidak ingin memperpanjang sewanya maka bangunan 
rumah susun tersebut menjadi milik pihak pemilik tanah 
dan pemilik tanah bebas untuk menggunakan tanah dan 
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bangunan tersebut. Dengan demikian tidak ada 
perlindungan hukum bagi pemilik rumah susun tersebut. 
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